QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka
(Memorandum of Understanding Between The Government of
Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15
Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan
Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk
menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh,
berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak
bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan
Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang
demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 100 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Aceh Timur;

—

Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas

4. Undang .....



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4535);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.

Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara
Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati
dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.

Bupati adalah Bupati Aceh Timur.

Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh
Timur.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat
SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten
Aceh Timur.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Olahraga Kabupaten
adalah perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur yang
berbentuk Dinas sebagai unsur  pelaksana  dalam
penyelenggaraan  kegiatan  kebudayaan, kepariwisataan,
kepemudaan dan keolahragaan.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Olahraga yang
selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Olahraga Kabupaten
Aceh Timur.

Jabatan fungsional adalah jabatan wuntuk melaksanakan
sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian
dan kebutuhan.

Kebudayaan adalah pengetahuan yang ditransmisi dan
disebarkan secara sosial, baik bersifat eksistensi, normatif
maupun simbolis yang tercermin dalam tingkah laku dan
benda-benda hasil karya manusia.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang
didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan
oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah
Kabupaten.

11. Pemuda



11. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang telah memasuki
periode pertumbuhan dan perkembangan serta berusia 16
(enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.

12. Olahraga adalah segala aktifitas jasmani dalam arti pembinaan
fisik dan mental yang dilakukan oleh perorangan maupun
kelompok secara teratur, kontinyu, tertib dan terarah untuk
meningkatkan mutu dan prestasi.

13. Sarana olahraga adalah peralatan pendukung dan penunjang
teknis untuk olahraga.

14. Prasarana olahraga adalah tempat berolahraga.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya
disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten, terdiri dari:

Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Kebudayaan;

Bidang Kepariwisataan;

Bidang Kepemudaan;

Bidang Keolahragaan;

UPTD; dan

. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Subbagian Umum;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
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(3) Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
a. Seksi Sejarah, Pelestarian Adat dan Seni Budaya; dan
b. Seksi Kerjasama dan Promosi Kebudayaan.

(4) Bidang Kepariwisataan, terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan Potensi, Objek dan Kawasan Wisata;

dan
b. Seksi Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan
Kepariwisataan.

(5) Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
a. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan; dan
b. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan.

(6) Bidang .....



(6) Bidang Keolahragaan, terdiri dari:
a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan; dan
b. Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 4

(1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten
di bidang kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan
keolahragaan.

(2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(5) Sub Bagian-Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(6) Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintah
Kabupaten dan  pembangunan di bidang kebudayaan,
kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;

b. penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan
jangka panjang;

c. penyusunan  kebijakan  teknis berdasarkan = peraturan
perundang-undangan;

d. pelestarian adat, nilai-nilai tradisional, sejarah, seni, dan
budaya lokal;

e. pengembangan adat istiadat, seni dan budaya lokal,

f. penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang
kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;

g. pengembangan potensi, objek dan kawasan wisata;

h. pelayanan, pembinaan dan pengawasan kepariwisataan;

.. pemeliharaan



